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ABSTRAK 

 

ANDRIES RIESFANDHY. Lobi Politik Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja 
DPD RI (dibimbing oleh Muhammad dan A. Yakub). 
 

Penelitian ini tentang lobi politik dalam upaya meningkatkan kinerja 
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui dan menganalisa strategi dalam lobi politik anggota 
DPD dalam meningkatkan kinerja lembaga DPD periode 2014-2019 dan 
2019-2024. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif 
yaitu berfokus pada apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti 
perilaku, motivasi, tindakan, sikap pro-kontra dan lainnya secara 
menyeluruh pada situasi dan kondisi yang alami kemudian menarasikan 
dalam bentuk tulisan. 

Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah (1) Pendeketan 
Institusi Baru (New Institutionalism), (2) Teori Jaringan Aktor, (3) Konsep 
Kewenangan, dan (4) Konseptualisasi Lobi. Metode pengumpulan data 
primer di dalam tesis ini menggunakan metode wawancara, sedangkan 
data sekunder menggunakan metode dokumenter dan metode kajian 
pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah diskriptif analisis 
dari hasil wawancara, peneliti mendeskripsikan dan menganalisis 
berdasarkan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. 

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa strategi politik yang 
dilakukan oleh DPD RI adalah Lobi Politik. Ada beberapa beberapa lobi 
politik yang di lakukan dalam mengikatkan kinerja DPD RI, yaitu melihat 
kualitas Anggota, memanfaatkan Jaringan Aktor yang di miliki dan peran 
kesekratariatan dalam melihat momentum yang di miliki DPD RI. Kualitas 
yang di miliki Anggota DPD RI dalam melobi sebuah program atau 
kebijkaan sangat diperlukan. Setiap Anggota DPD RI harus jeli melihat 
program prioritas yang di miliki daerah yang di wakilinya kemudian 
menyampaikannya kepada DPR RI ataupun Presiden untuk di 
tindaklanjuti. Peran Jaringan Aktor Anggota DPD RI sangat diperlukan 
dalam proses menindaklanjuti program atau kebijakan tersebut. Proses 
lobi politik dalam meningkatkan kinerja DPD RI tidak hanya tanggung 
jawab Anggotanya, tetapi Kesekretariatan DPD RI juga memiliki peran 
penting dalam melihat momentum yang di miliki dalam melakukan 
pengusulan Kebijakan yang merupakan inisiasi DPD RI. 

 

Kata Kunci: Kinerja DPD, Lobi Politik, Jaringan Aktor. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga tinggi negara 

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia1. Keanggotanya berasal dari 

perwakilan daerah di setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum2. 

Lahirnya DPD sebagai bagian dari lengsernya Orde Baru tahun 1998 

menjadi momentum besar dalam berbagai situasi di Indonesia, perubahan 

ini sering dimaknai sebagai salah satu gelombang dalam fase 

pembentukan rupa Indonesia yang popular disebut Era Reformasi. 

Lahirnya reformasi juga dimaknai sebagai landasan baru sistem politik 

Indonesia dengan nuansa keterbukaan ide memandang dan menjalankan 

sistem ketatanegaraan. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah 

proses amandemen konstitusi terhadap struktur badan perwakilan yang 

disebut dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)3. Pada dasarnya, DPD 

dibentuk sebagai lembaga yang merepresentasikan kepentingan rakyat di 

daerah dengan basis wilayah provinsi. 

                                                             
1
 DPR RI, „Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD, & DPRD (UU No. 27 Tahun 

2009)‟, 2009, 1–239 http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_27.pdf 
2
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 22C ayat 1. 

3
 Dewan Perwakilan Daerah lahir pada proses amandemen tahun 2001 atau yang ketiga 

secara urutan. DPD adalah Lembaga yang benar-benar baru dalam system 
ketatanegaraan pasca reformasi, diatur dalam satu bab khsus UUD NRI 1945 tentang 
DPD yaitu bab VIIA, terdiri dari 2 pasal dan 8 ayat. 

http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_27.pdf
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Proses amandemen konstitusi terhadap struktur badan perwakilan, 

Dewan Perwakilan Daerah lahir dengan tujuan menghilangkan 

ketimpangan sosial, ekonomi dan politik antara pusat dan daerah, 

sekaligus membangkitkan harapan terwujudnya keadilan dan distribusi 

kesejahteraan masyarakat daerah dengan ritme yang lebih cepat, tepat 

dan konsekuen. 

Perubahan UUD 1945 pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 

menjadi fase serius bagi terbentuknya lembaga DPD sekaligus mengubah 

sistem satu kamar (unicameral) menjadi sistem dua kamar (bicameral)4. 

Selanjutnya, perubahan ketiga Undang Undang Dasar (UUD) 1945 

mengatur tentang pendirian sekaligus kewenangan yang dimiliki oleh DPD 

sebagai bagian dari lembaga perwakilan di Indonesia. Secara legal, 

keberadaan DPD tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2003 tentang Susunan dan Kedudukan, MPR, DPR, DPD dan DPRD5. 

Namun, jauh sebelum terjadinya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 

(UUD), gagasan tentang arti penting didirikannya lembaga DPD sudah 

diwacanakan sebelum pemilu 1999 terlaksana. 

Pandangan lain DPD dianggap penting karena Utusan Golongan 

dan Utusan Daerah sebagai representasi perwakilan daerah dianggap 

tidak memiliki peran yang signifikan mendorong kemajuan daerah karena 

                                                             
4
 Miki Pirmansyah, „EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM 

BIKAMERAL DI INDONESIA‟ https://www.academia.edu/10970305 [accessed 2 March 
2021]. 
5
 Undan-Undang No. 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, 

dan DPRD telah mengalami banyak perubahan, yang terbaru adalah Undang-Undang 
no. 17 tahun 2014 tentang MD3. 

https://www.academia.edu/10970305
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dianggap sarat dengan kepentingan golongan dan kelompok tertentu. 

Asumsi dasar perlunya keterwakilan daerah dalam struktur bicameral 

yaitu; pertama, karena ada keterkaitan kultural, historis, ekonomis dan 

politis antara penduduk dengan daerah. Kedua, menciptakan mekanisme 

checks and balance pada cabang-cabang kekuasaan yang dipisahkan 

(separation of power) sesuai mandat reformasi6 dan menghindarkan dari 

kesewenangan salah satu lembaga perwakilan. Ketiga, untuk menghindari 

adanya monopoli dalam pembuatan perundang-undangan sehingga 

undang-undang yang dihasilkan menjadi lebih baik. Dibentuknya Dewan 

Perwakilan Dearah (DPD) sejalan dengan semangat untuk 

mengakomodasi keterlibatan daerah dalam pengambilan kebijakan 

nasional dan juga sesuai dengan prinsip check and balance yang ingin 

diterapkan oleh pemerintah7. 

Secara faktual, DPD lahir pada tanggal 1 Oktober 2004 yang 

ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji anggota DPD 

RI. Keberadaan DPD merupakan pertemuan dari dua gagasan yaitu 

demokratisasi dan upaya mengakomodasi kepentingan daerah demi 

terjaganya integrasi nasional, karena pembentukan DPD tidak terlepas 

dari dua hal yaitu: Pertama, adanya tuntutan demokratisasi dalam 

pengisian anggota dari lembaga negara agar selalu mengikut sertakan 

                                                             
6
 Jimly Ash-Shiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika Jakarta, 

2005 Hal. 73 
7
 Wahyu Widodo, „Peran Dan Fungsi Dpd Ri Dalam Rangka Menuju Sistem Bikameral 

Yang Efektif Melalui Amandemen Uud 1945 Ke-5‟, Jurnal Pembaharuan Hukum, 1.2 
(2014), 121 https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1462.  

https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1462
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rakyat pemilih. Keberadaan utusan golongan dan utusan daerah dalam 

komposisi MPR digantikan dengan keberadaan DPD. Kedua, adanya 

tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah yang jika tidak dikendalikan 

baik akan berujung pada tuntutan separatisme. Kehadiran DPD RI ini tidak 

dapat dilepaskan dari hubungan pusat dan daerah yang selalu mengalami 

ketegangan sejak kemerdekaan Indonenesia8. Ketegangan ini 

termanifestasikan lewat sejumlah pemberontakan yang dilakukan oleh 

daerah yang bersumber dari ketidakpuasan atas kebijakan pemerintah 

pusat. 

DPD sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat di daerah 

menuntut kemampuan kontributif setiap anggotanya dalam memajukan 

daerah yang nantinya akan berdampak langsung terhadap kesejahtraan 

masyarakat yang ada di daerah pemilihanya, serta memiliki jaringan yang 

luas dan kemampuan lobi politik untuk membangun komunikasi dengan 

lembaga DPR sampai pada Lembaga Eksekutif. 

Konteks perjalanan sejarah, kehadiran DPD sebagai representasi 

daerah mengganti utusan golongan atau utusan daerah. Namun, pada 

awal pembentukannya perubahan ketiga UUD 1945 menempatkan DPD 

pada situasi yang dilematis karena tidak dilengkapi kewenangan yang 

sama kuat dengan DPR. Pada akhirnya posisi politis DPD tergerus oleh 

kewenangan DPR yang lebih kuat untuk mengartikulasikan kepentingan 

rakyat secara resmi bersama lembaga eksekutif. Dalam perjalanannya, 

                                                             
8
 Harpani Matnuh and others, “Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan”, 3-5 (2012). 
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DPD mulai mendapatkan sorotan bahkan ada yang melempar wacana 

pembubaran sebab dianggap tidak bertenaga dalam menjalankan 

fungsinya karena tidak memiliki kewenangan sampai pada fase 

disahkannya sebuah undang-undang. DPD tidak berfungsi sebagai badan 

legislatif penuh. Terlebih terjeratnya Irman Gusman sebagai pimpinan 

tertinggi lembaga ini dalam kasus korupsi mempercepat eskalasi 

persoalan eksistensinya. 

Peran lembaga DPD secara legislasi terbatas pada 

merekomendasikan RUU ke lembaga DPR saja. Di lain sisi kehadiran 

individu di lembaga ini banyak yang memaknai sebatas jalur naik kelas 

bagi politisi yang kariernya mangkrak akibat persaingan yang dinamis di 

partainya dan tempat istirahat bagi politisi senior dan individu lainnya yang 

tidak ingin kehilangan pamor sebagai publik figur. Untuk menjawab 

persepsi itu, saya mencoba mencari cara lain agar lembaga DPD dapat 

efektif mengawal aspirasi daerah dan sekaligus menyoal dampak migrasi 

anggota partai ke dalam lembaga DPD. Memperbaiki kualitas lembaga 

DPD, maka jalan yang harus ditempuh adalah dengan memperbaiki 

kualitas anggota DPD itu sendiri. Prasyarat yang harus terpenuhi minimal 

dua hal. Pertama, memiliki kapabilitas. Berbicara soal kapabilitas 

setidaknya calon telah memenuhi kompetensi kapasitas keilmuan terkait, 

pengalaman organisasi, visi yang jelas dalam mengawal pembangunan 

daerah, dan altruisme politik. Kedua, jaringan yang luas. Untuk 

melengkapi kompetensi kapabilitas prasyarat kedua yang harus dimiliki 
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adalah adanya jaringan yang luas. Calon yang harus dihadirkan adalah 

yang memiliki jaringan kuat bukan saja di daerah melainkan jaringan 

secara nasional. 

DPD secara kelembagaan mengalami hambatan karena 

keterbatasan kewenangan, maka jalan lain harus ditempuh dengan 

melakukan lobi. Dalam posisi dilematis tersebut anggota DPD yang terpilih 

adalah indivudu yang memiliki kemampuan personal dan memiliki jaringan 

yang luas, bisa diterima oleh semua kalangan merupakan modal kuat 

untuk melakukan lobi. Upaya untuk menguatkan DPD secara 

kelembagaan membutuhkan waktu dan political will. Oleh karena itu di 

tengah posisi yang sulit anggota DPD dituntut mengambil inisiatif 

melakukan lobi untuk menegosiasikan kepentingannya sebagai 

perwakilan lembaga yang merepresentasikan kepentingan daerah kepada 

lembaga DPR dan Pemerintah. Karena kebutuhannya adalah kemampuan 

lobi dan jaringan, maka polemik calon berlatar partai seharusnya tidak 

dipersoalkan mengingat kader partai memiliki jaringan yang lebih luas 

asalkan memiliki kapabilitas. 

Tantangan soal kedewasaan berpikir, bahwa ketika terpilih sebagai 

anggota DPD berarti anggota DPD memiliki tugas yang lebih luas sebagai 

perwakilan sosio kultural yang lebih majemuk bukan bersandar pada 

ideologi partai yang sifatnya terbatas. Kelebihan dari kader partai yang 

terpilih menjadi anggota DPD, saat melakukan lobi ke DPR dan 

pemerintah, mereka tidak memiliki hambatan psikologis. Dengan 
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kehadiran anggota DPD yang ideal dengan kriteria di atas, maka lembaga 

DPD akan mendapatkan peran yang signifikan karena secara kalkulasi 

legitimasi dan tanggung jawab yang mereka emban sebenarnya lebih 

kompleks akibat luas dan majemuknya masyarakat yang diwakilinya. 

Mengapa penting mencari sosok ideal untuk dibahas di tengah polemik 

eksistensi DPD? Boleh jadi semangat pendiriannya belum dihayati lebih 

dalam bahwa lembaga ini hadir dengan semangat mengawal dan 

berupaya menjamin distribusi kesejahteraan sampai pada level daerah 

karena tingginya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. 

Lemahnya akses ke pusat menjadi salah satu penyebabnya Lebih 

jauh lagi membaca lembaran filosofinya bahwa konstruksi pembentukan 

DPD mengintegrasikan dua gagasan besar antara demokratisasi dan 

perjuangan membangun daerah untuk menjamin terjaganya keutuhan 

NKRI akibat ancaman konflik yang biasanya ditengarai oleh ketidakadilan. 

Adanya perasaan publik yang menganggap lembaga ini tidak terlalu 

penting menyebabkan upaya mencari sosok senator yang ideal jarang 

hadir dalam dialog dan perbincangan publik terlebih pada pelaksanaan 

pemilu serentak euforia pilpres lebih dominan mengambil porsi 

percakapan di masyarakat dan media. Energi publik lebih terkuras ke 

persoalan keterbelahan dukungan. 

Peran lembaga DPD ke depan harus mempertegas isu-isu politik 

yang diperjuangkan sesuai dengan kepentingan daerah. Isu-isu yang 

relevan di antaranya: (1) isu aspirasi daerah, (2) pemetaan potensi dan 
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kepentingan daerah, misalnya menganalisis daerah yang layak untuk 

dimekarkan, (3) melakukan lobi ke DPR dan pemerintah perihal dana 

fiskal, misalnya mengawal dana transfer daerah dan dana bagi hasil 

daerah9. Upaya untuk menguatkan kelembagaan DPD harus linier dengan 

partisipasi masyarakat mencari figur ideal dengan kriteria memiliki 

kapabilitas dan jaringan luas, tidak dalam cara-cara terlarang seperti vote 

buying dan hal yang terlarang lainnya. 

Dari berbagai polemik yang terjadi di Lembaga DPD RI sejak 2004 

mengenai peran dan eksistensi lembaga, maka penelitian ini mengkaji dan 

menganalisis tentang lobi politik yang dilakukan anggota DPD RI 

khusunya dalam dua periode terakhir (periode 2014 dan periode 2019). 

Anggota DPD terpilih juga harus mengoptimalkan perannya yang dimiliki 

sehingga eksistensi lembaga tetap ada serta tugas dan wewenang DPD 

tidak tergerus oleh lembaga tinggi negara lainnya. Selain itu, relasi kuasa 

antar aktor juga sangat diperlukan untuk melakukan lobi-lobi politik 

sehingga eksistensi lembaga DPD tetap ada. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis kemudian 

melakukan penelitian untuk mengembangkan kajian ini dengan judul: 

“Lobi Politik Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja DPD RI”. 

 

 

                                                             
9
 Slamet Riadi, “Analisis Pemekaran Wilayah Dan Potensi Konflik Di Kabupaten 

Donggala”, Ssn 1411- 3341 6, 2009, 200–221. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Pada dasarnya DPD merupakan lembaga negara yang 

keberadaannya sebagai perwakilan daerah dengan tujuan untuk 

mengakomodasi kepentingan daerah dalam pengambilan kebijakan 

nasional. Posisi DPD bukan hanya sebagai perwakilan daerah akan tetapi 

lebih diberikan kewenangan dengan memberikan program yang 

bersentuhan langsung dengan masyarakat. Akan tetapi untuk melakukan 

lobi politik diperlukan orang-orang yang memiliki jaringan untuk melakukan 

komunikasi antar lembaga yaitu lembaga DPR dan lembaga eksekutif atau 

pemerintah. Sehingga keberadaan DPD ke depan akan dianggap penting 

sebagai penyeimbang DPR dalam perumusan sebuah kebijakan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin melihat bagaimana 

proses masalah yang terjadi pada peningkatan kinerja DPD sejak tahun 

2014-2024 sebagai lembaga perwakilan daerah. 

Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka peneliti merumusan 

masalah yaitu: 

1. Bagaimana strategi politik terhadap peningkatan kinerja lembaga 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2014 dan periode 2019? 

2. Bagaimana Lobi Politik  anggota DPD RI terhadap peningkatan 

kinerja lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2014 

dan periode 2019? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini yaitu: untuk mengetahui dan menganalisa strategi 

dalam lobi politik anggota DPD dalam meningkatkan kinerja lembaga DPD 

periode 2014 dan 2019. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan Khasanan ilmu politik baik untuk kepentingan teoritis 

maupun kepentingan praktis. Berguna untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir dari ide-ide atau gagasan yang kan dituangkan. 

1.4.1. Manfaat teoritis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis pada 

pengembangan akademik dalam bidang ilmu politik khususnya 

penguatan pada kajian penguatan kewenangan Dewan Perwakilan 

daerah (DPD) periode 2014-2019 dan 2019-2024. 

2. Sebagai sumbangan pada kajian Kewenangan Dewan Perwakilan 

daerah (DPD) pada proses lobi politik anggota DPD sebagai 

perwakilan daerah terhadapat lembaga Eksekutif. 

3. Untuk kepentingan wilayah akademis, hasil penelitian ini akan 

memperkayah khasanah ilmu politik dalam pengembangan 

keilmuannya, terutama terhadap tema-tema lembaga DPD. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Hasil ini memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang minat 

dalam memahami persoalan penguatan lembaga Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD) di tingkat pusat. 

2. Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah tentang 

bagaimana memperkuat hubungan antar lembaga baik eksekutif 

maupun legislatif dalam politik praktis di tingkat pusat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian ini penulis menguraikan konsep dan teori yang 

mendasari penelitian ini sehingga menjadi landasan penulis dalam 

memahami tema penelitian. Penelitian tentang penguatan kewenangan 

Lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD), akan dibangun beberapa 

konsep dan teori ilmu sosial yaitu: Teori Aktor, Teori Kelembagaan, 

Konsep kewenangan dan Konsep lobi politik. 

2.1. Pendeketan Institusi Baru (New Institutionalism) 

Institusionalisme Baru merupakan pendekatan yang muncul 

sebagai reaksi terhadap pendekatan sebelumnya. Perhatian utama dalam 

pendekatan ini adalah pada negara dan institusi-institusinya sebagai 

unsur utama yang menetukan dan membatasi. Pendekatan ini menolak 

pandangan yang melihat negara sebagai institusi yang tidak bebas; yang 

ditentukan oleh massa lewat aktor-aktor politik pilihan mereka10. 

Bagi pendekatan Institutional Baru negara sebagai institusi 

merupakan aktor tersendiri yang berdiri sendiri dan tidak 

merepresentaikan kelas atau kelompok yang berada di dalam masyarakat. 

Pada intinya institusi politik dapat dipahami sebagai aturan atau rules of 

the game yang dapat dilihat dari berbagai sudut, seperti dari sifatnya yang 

formal (kebiasaan, norma sosial, adat istiadat dan seterusnya), tertulis 

                                                             
10

 Dasar-Dasar Ilmu Politik www.bacaan-indo.blogspot.com [accessed 2 March 2021]. 

http://www.bacaan-indo.blogspot.com/
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atau tidak tertulis11. Dalam pengertian yang lebih sempit ia berarti tata 

tertib untuk mengatur perilaku sekompok manusia dan suatu proses 

pembuatan keputusan, yang dilaksanakan oleh aktor-aktor yang 

mempunyai kekuasaan untuk melakukan hal itu. Dengan demikian sebuah 

organisasi yang tertata melalui pola perilaku yang teratur oleh peraturan 

yang telah diterima dapat dikategorikan sebagai institusi. Keberadaan 

institusi politik dalam masyarakat disebabkan adanya kesadaran warga 

bahwa ada sejumlah kepentingan yang sama di antara mereka dan 

kehidupan bersama yang perlu diatur bersama. Hal ini mendorong mereka 

untuk mengorganisasi diri dan membuat peraturan-peraturan yang dapat 

mengatur kebersamaan dan kehidupan mereka. Lahirnya peraturan-

peraturan dalam masyarakat juga sebgai dasar atau tonggak bagaimana 

masyarakat bergerak untuk mencapai suatu kepentingan yang telah lahir 

di antara mereka. 

Pemerintah atau badan-badan pemerintah seperti birokrasi, 

parlemen, presiden , dan seterusnya, merupakan salah satu bentuk 

institusi tersebut. Selain itu, juga organisasi-organisasi dalam masyarakat 

merupakan bentuk institusi politik seperti partai politik, organisasi akar 

rumput, masyarakat sipil, dan seterusnya. Dengan pendekatan ini maka 

ilmu politik kembali memfokuskan perhatian pada negara, termasuk aspek 

legal institusionalnya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dengan 

adanya institusi-institusi maka dapat dipastikan adanya aturan-aturan atau 

                                                             
11

 Budiardjo, M., Soeseno, N., & Evaquarta, R. Ilmu Politik: Ruang Lingkup dan Konsep. 
Hlm. 53. 
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pola pengaturan yang mengatur kehidupan bersama atau kepentingan 

kolektif yang ada dalam sebuah masyarakat. Hal ini tentu memberikan 

jaminan kepastian atau rasa aman bagi warga. Oleh karena itu institusi 

mempunyai kekuasaan yang secara relatif otonom maka tidak dapat 

diubah dengan semaunya sendiri. Keberadaan institusi dengan demikian 

memungkinkah adanya stabilitas di dalam masyarakat. Institusi-institusi 

dengan demikian dapat dilihat sebagai bentuk pembatasan kolektif, yang 

berupa peraturan atau norma perilaku dan peran yang memberi 

keuntungan, peluang dan kekuatan pada serta individu atau kelompok. 

Mengingat kegunaannya ini maka menjadi sangat penting untuk 

membentuk institusi yang dapat menghimpun kepentingan sebanyak 

mungkin pilihan warga untuk menentukan kepentingan kolektif. 

Pendekatan Institusional Baru mencerminkan banyak vitur dari 

versi lama dari pendekatan Institusionalisme untuk memahami politik, di 

samping itu juga memberi kemajuan pada studi politik pada sejumlah teori 

dan analisis empiris. Sebagai contoh, “Institusionalisme Lama” sistem 

presidensial secara signifikan berbeda dengan sistem parlementer 

berdasarkan struktur formal dan aturan. Pendekatan “Institusionalisme 

Baru”, melihat lebih jauh dan mencoba dan mencoba untuk mencari tahu 

apakah perbedaan tersebut benar-benar berbeda, dan jika demikian, 

bagaimana mengatur perbedaan politik yang berbeda tersebut? Apakah 

perbedaan tersebut lantas juga menciptakan perbedaan dalam hal kinerja 

pemerintah?. Pertanyaan-pertanyaan kritis tersebut, lebih jauh, juga 
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merefleksikan bahwa pendekatan Institusional Baru juga melihat 

bagaimana sebuah sistem, struktur, atau lembaga-lembaga tersebut 

direkayasa dan berinteraksi sedemikian rupa untuk mencapai tujuan 

tertentu. Hall dan Taylor membagi pendekatan Institisional Baru ke dalam 

tiga kelompok teori, yaitu Institusionalisme Historis (Historical 

Institutionalism), Institusionalisme Pilihan Rasional (Rational Choice 

Institutionalism), dan Institusionalisme Sosiologis (Sociological 

Institutionalism)12. 

2.2. Teori Jaringan Aktor 

Actor-Network Theory dan Contagion Teori jaringan aktor (ANT) 

dikembangkan oleh ilmuwan studi ilmu pengetahuan dan teknologi studi - 

terutama Michel Callon, Bruno Latour, dan John Law. Dalam teori jaringan 

aktor (ANT) terdapat aktor dan jaringan. Aktor adalah semua elemen yang 

terhubung dalam sistem yang nantinya akan membentuk jaringan secara 

alamiah13. Aktor yang mampu mengontrol aktor lain disebut sebagai 

aktan. Aktan memiliki kemampuan untuk bergerak masuk dan keluar suatu 

jaringan berdasarkan kemauan dan kepentingannya. Saat aktan 

memasuki suatu jaringan, maka jaringan tersebut akan memberi nama 

atau julukan, aktifitas, perhatian, serta peranan dalam jaringan tersebut. 

Dengan kata lain, aktan inilah elemen utama dan menjadi penggerak 

                                                             
12

 Meidi Kosandi, „Kontestasi Politik Dan Perimbangan Kekuasaan Dalam Perumusan 
Dan Implementasi UU MD3 2014‟, Jurnal Politik, 1.1 (2015) 
https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.8.  
13

 Indiria Wulandari, “( KAJIAN TEORI JARINGAN-AKTOR MICHEL CALLON ) Indria 
Wulandari Abstrak”, 4, 2017, 1–10. 

https://doi.org/10.7454/jp.v1i1.8
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dalam jaringan. Jadi, Actor Network Theory merupakan wacana yang 

membahas tentang entitas, baik entitas itu berupa manusia maupun 

bukan manusia (human or non-human). Latour menjelaskan bahwa 

terdapat karakteristik yang tidak tunggal di antara masing-masing entitas 

dalam masyarakat. 

Teori ini memiliki beberapa posisi sentral yang dibahas, yaitu aktor, 

aktan, translasi, dan intermediari. Aktor dipahami sebagai pelaku. Aktor 

dalam melakukan sebuah aksi tidak lepas dari peranan aktor lain. Aktor 

dalam TJA tidak hanya entitas manusia, namun juga nonmanusia. Kedua, 

aktan dipahami sebagai aktor pengendali. Aktan dapat mengendalikan 

aktor-aktor lain, seperti Tamsil Linrung yang menjadi tokoh dalam 

penguatan kelembagaan DPD untuk membangun sebuah jaringan antar 

lembaga. Ketiga, translasi yang merupakan konsep yang memberikan 

ruang dalam analisis kehadiran jaringan-aktor. Keempat, intermediari, 

yaitu aktor yang bertindak sebagai penghubung antara pihak aktor atau 

sekumpulan aktor untuk memelihara relasi di antara mereka. TJA 

bertindak sebagai alat untuk mengeksplorasi interaksi aktor manusia dan 

nonmanusia satu sama lain untuk memahami dunia mereka sehingga 

membentuk suatu jaringan yang stabil/tak stabil dalam jangka waktu 

tertentu (Lataour dalam Nasution, tersebut berfungsi untuk menunjukkan 

jaringan-aktor dalam novel Nadira). 

Untuk mengetahui stabil/tidak stabil jaringan dalam jangka waktu 

tertentu, TJA menggunakan keempat konsep tersebut, yaitu aktor, aktan, 
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translasi yang terdiri atas empat momen atau tahap, dan intermediari. 

Proses translasi menurut Callon melibatkan 4 tahap yang masing-masing 

disebut dengan tahap problematisasi (problematization), tahap penarikan 

(interessement), tahap pelibatan (enrolment), dan tahap mobilisasi 

(mobilization). Keempat konsep, antara lain aktor, aktan, translasi, dan 

intermediari ditelusuri untuk tujuan dasar TJA, yaitu untuk mengeksplorasi 

proses jaringan dibangun dan dipelihara (stabil/tak stabil) guna mencapai 

tujuan tertentu. Jadi, tujuan dari aktivitas analisis TJA untuk 

mengungkapkan proses kemenjadian jaringan heterogen (kestabilan atau 

ketidakstabilan dan keberhasilan/ketidakberhasilan). Analisis difokuskan 

pada daftar berbagai aktor, sirkulasi di antara mereka, negosiasi, dan 

pendelegasian aksi-aksi di antara para aktor). Jika semua fokus tersebut 

dilakukan, akan dihasilkan suatu paparan berupa deskriptif yang 

mengungkapkan suatu kausalitas kemenjadian jaringan. 

2.3. Konsep Kewenangan 

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari 

hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh 

aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan 

wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam 

hubungan hukum publik14. 

                                                             
14

 Ali Marwan Hsb & Evlyn Martha Julianthy. Pelaksanaan Kewenangan Atribusi 
Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah. Hlm. 3. 
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Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama 

dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk 

berbuat dan tidak berbuat. Wewenang sekaligus berarti hak dan 

kewajiban. Kewenangan merupakan hak menggunakan wewenang yang 

dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, 

dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan 

hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi 

kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau 

institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian 

hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya 

kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek 

menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum 

administrasi negara15. 

2.3.1. Sumber Kewenangan 

Indroharto, mengemukakan bahwa wewenang diperoleh 

secara atribusi,delegasi, dan mandat, yang masing-masing 

dijelaskan sebagai berikut: Wewenang yang diperoleh secara 

atribusi, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh 

suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi disini 

                                                             
15

 S N Susanto, „Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan‟, 
Administrative Law and Governance Journal, 3.3 (2020), 430–41 
https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9530.  

https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9530
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dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru16. 

Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah 

ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu 

wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau 

Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh 

adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak 

terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan 

wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang 

lain. 

Philipus M. Hadjon, mengatakan bahwa setiap tindakan 

pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang 

sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, 

delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan 

melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, 

sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan 

yang berasal dari pelimpahan17. Kemudian Philipus M Hadjon pada 

dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam 

hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu 

organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya 

dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab 

dan tanggung gugat beralih ke delegataris. 

                                                             
16

 Ali Marwan Hsb, „Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah‟, 
2019, 1–8 https://doi.org/10.31219/osf.io/utw97.  
17

 Ajeng Kartika Anjani, „Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa‟, Jurist-Diction, 
2.3. (2019), 747 https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14288.  

https://doi.org/10.31219/osf.io/utw97
https://doi.org/10.20473/jd.v2i3.14288
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Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu 

lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan 

asas ”contrarius actus”. Artinya, setiap perubahan, pencabutan 

suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh 

pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan 

dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi18. Dalam hal 

mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan 

bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung 

gugat tetap pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat 

dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu. 

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, 

kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. 

Wewenang mengandungarti hak dan kewajiban. Hak berisi 

kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan 

tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan 

tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak 

melakukan tindakan tertentu Dalam hukum administrasi negara 

wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, 

delegasi dan mandat. 

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang 

baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. 

                                                             
18

 Fakultas Hukum and Universitas Krisnadwipaya, „TEORI WEWENANG DALAM 
PERIZINAN Oleh : Grace Sharon SH., MH. 1945. 
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Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah 

pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-

undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU 

kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan 

tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas 

prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan 

suatu wewenang baru. 

Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi 

wewenang pemerintahan dibedakan: Original legislator, dalam hal 

ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Undang-

undang Dasar dan DPR bersama Pemerintah sebagai yang 

melahirkan suatu undangundang. Dalam kaitannya dengan 

kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD. 

Di tingkat daerah yaitu DPRD dan pemerintah daerah yang 

menghasilkan Peraturan Daerah. Dalam Pasal 22 ayat (1), UUD 

1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk 

Peraturan Pemerintah Pengganti UU jika terjadi kepentingan 

yang memaksa. Delegated legislator, dalam hal ini seperti presiden 

yang berdasarkan suatu undang-undang mengeluarkan peraturan 

pemerintah, yaitu diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan 

kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu. 

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang 

telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah 
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memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada 

badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi 

selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang.9Misal, 

dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang 

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Pasal 93 (1) 

Pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan (2) Pejabat 

struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh 

Menteri yang bersangkutan. (3) Pejabat struktural eselon III ke 

bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi 

pelimpahan wewenang oleh Menteri yang bersangkutan. 

Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi 

Negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi 

mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. 

Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai 

perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-

waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi 

peralihan tanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut, apabila 

wewenang yang diperoleh organ secara pemerintahan secara 

atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-

undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan 

perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang 

baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan 
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tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang 

diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang 

(atributaris). Konsep kewenangan digunakan dalam penelitian ini 

adalah agar mampu menjelaskan penggunaaan kewenangan yang 

dimiliki anggota DPD dalam menjalankan fungsinya sebagai 

Lembaga negara, agar tidak dipandang sebagai pelengkap 

dilembaga legislative bahkan diantara Lembaga-lembaga negara, 

sehingga diperlukan penguatan kewenangan untuk memperkuat 

posisi sebagai suatu Lembaga yang memiliki peranan penting 

dalam menyampaikan ide atau gagasan . Perlu diketahui bahwa 

DPD bukan hanya bagian dari repsesntasi daerah akan tetapi lebih 

menyangkut secara keseluruhan, dengan alasan bahwa seluruh 

anggota DPD dipilih oleh seluruh masyarakat yang memiliki hak 

pilih satu propinsi tidak seperti DPR yang dipilih berdasarkan 

daerah pemilihan yang terbagi dalam tiap propinsi. 

2.4. Konseptualisasi Lobi 

Menurut Zorack (1990) lobi akan selalu menjadi bagian dari 

sistem politik dan legislatif sebuah negara. Zorack (1990) 

menjelaskan, istilah lobi telah banyak didefinisikan dengan 

berbagai cara, tetapi pada dasarnya lobi adalah hak setiap warga 

negara atau kelompok kepentingan untuk mengajukan petisi 

kepada pemerintah atau kongres dan memberikan informasi yang 

dirancang untuk memengaruhi bagian atau menggagalkan undang-
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undang. Definisi lobi yang lain adalah upaya yang disengaja untuk 

mempengaruhi keputusan politik melalui berbagai bentuk advokasi 

yang diarahkan pada pembuat kebijakan atas nama orang lain, 

organisasi, atau kelompok (Arroyo et al., 2002). Sementara, Edgett 

(2002) menawarkan definisi lobi yang lebih sederhana yaitu lobi 

sebagai tindakan yang secara terbuka mewakili individu, organisasi 

atau ide dengan tujuan membujuk audiens yang ditargetkan untuk 

memandang positif atau menerima sudut pandang individu, 

organisasi, atau ide19. 

Pada tahun 1960, Lester Milbrath yang disebut sebagai 

bapak penelitian lobi, menganalisis lobi dari perspektif komunikasi 

(Berg, 2009; Koeppl, 2000). Menurut Milbrath (1960), komunikasi 

menjadi satu-satunya cara untuk memengaruhi atau mengubah 

persepsi. Maka dari itu, tidak salah jika proses lobi sepenuhnya 

merupakan proses komunikasi. 

Dondero & Lunch (2005) juga menulis lobi sebagai proses 

komunikasi dua arah. Mereka menggambarkan pelobi sebagai 

komunikator yang hebat. Menurut Dondero dan Lunch (2005), 

pelobi melakukan tiga fungsi utama di arena legislatif: 1) 

menyebarluaskan informasi yang diperlukan untuk menyusun 

undang- undang, 2) mengumpulkan opini publik tentang isu-isu 

                                                             
19

 Ardianto Ardianto and others, „Praktik Lobi Dan Negosiasi Oleh Legislator Sebagai 
Bentuk Komunikasi Politik‟, Komuniti: Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi, 12.1 
(2020), 25–39 https://doi.org/10.23917/komuniti.v12i1.10009.  

https://doi.org/10.23917/komuniti.v12i1.10009
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utama, dan 3) membantu mengatur agenda politik dengan 

menciptakan koalisi untuk mendukung atau menentang RUU 

tertentu. Akibatnya, pelobi adalah mata dan telinga publik, penyedia 

informasi, perwakilan klien dan konstituen mereka, pembentuk 

agenda pemerintah, penggerak legislasi, pembangun koalisi, dan 

kontributor kampanye (Berg, 2009; Dondero & Lunch, 2005). 

Menurut Grunig & Hunt (1984) ada lima kelompok khusus 

kegiatan lobi yaitu: (1) pembentukan koalisi, (2) penelitian dan 

laporan, (3) kontak dengan individu/ kelompok yang berpengaruh, 

(4) menyiapkan pembicara dan saksi ahli, dan (5) fokus dalam 

debat. Grunig & Hunt (1984) menjelaskan agar melobi dapat lebih 

berhasil, maka seseorang perlu untuk terhubung dengan kelompok 

yang memiliki tujuan yang sama dengannya. Membuat koalisi 

memang bisa sangat rumit, karena jarang sekali ditemukan dua 

kelompok dengan minat dan tujuan yang persis sama. Namun, jika 

koalisi berjalan dengan mulus, maka peluang keberhasilan melobi 

juga lebih besar. 

Selanjutnya, dibutuhkan penelitian dan laporan sebelum 

melakukan lobi. Sebaiknya siapkan laporan dan dokumen 

pendukung karena akan sangat membantu legislator dalam 

membuat keputusan yang tepat. Kemudian, setelah membentuk 

koalisi dan melakukan penelitian dan persiapan, kegiatan 

selanjutnya adalah menghubungi individu/kelompok yang 
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berpengaruh. Setiap badan legislatif terdiri dari sejumlah besar 

individu. Tugas pelobi adalah mengidentifikasi siapa di antara 

mereka yang memiliki dampak besar pada yang lain, yang 

mendominasi dalam diskusi langsung dan siapa di antara mereka 

yang memiliki minat khusus dalam penerapan undang- undang dan 

peraturan tertentu (Grunig & Hunt,1984). 

Mempersiapkan pembicara dan saksi ahli juga menjadi hal 

yang umum dalam lobi. Jika dibutuhkan, pembicara dapat 

mengikuti pelatihan untuk penampilan publik mereka atau kontak 

dengan pembuat keputusan utama. Kegiatan terakhir dari melobi 

adalah memfokuskan perdebatan. Ini merujuk pada upaya pelobi 

untuk memusatkan perhatian dan minat legislator pada fakta yang 

dapat mengarah pada penerimaan sikap atau pandangan klien 

mereka (Grunig & Hunt, 1984). 

Lobi menurut kamus Webster yaitu, melakukan aktivitas 

yang bertujuan mempengaruhi pegawai umum dan khususnya 

anggota legislatif dalam pembuatan peraturan. Kata kerja Lobi 

sendiri adalah sebuah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang 

ataupun suatu institusi dan juga seorang pimpinan sebuah 

organisasi terhadap orang yang mempunyai kedudukan penting 

dalam membuat suatu kebijakan atau keputusan. Sedangkan 

pengertian lobi dalam kata benda filosofinya adalah pertemuan 

yang dilakukan secara tidak resmi dikarenakan sifatnya yang tidak 
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resmi. Lobi politik mempunyai kekuasaan dan keluesan yang lebih. 

Dalam melaksanakan lobi politik ini masing-masing pihak sebelum 

melakukan lobi politik ini biasanya akan mencari data dan juga 

informasi yang berkaitan dengan seseorang yang hendak dilobi 

tersebut. 

Dalam kehidupan politik, lobby merupakan salah satu bagian 

penting karena adanya berbagai macam kepentingan yang harus 

diakomodasikan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat 

legislatif. Karena itu lobby politik seringkali dianggap sebagai 

bagian dari proses mencapai kesepakatan politik antara berbagai 

pihak. Sementara di dalam sebuah organisasi biasanya lobby 

dilakukan untuk membujuk pihak pihak tertentu yang berwenang 

dalam pengambilan keputusan agar kepentingan mereka dapat 

terakomodasi dalam proses pengambilan keputusan organisasi. 

Ditilik dari asal katanya, lobby bermakna sebagai ruang 

tunggu di hotel hotel. Atau bisa dikatakan sebagai tempat duduk 

duduk atau berkumpul. Kata melobi sendiri mulai berkembang ke 

arah politik terutama dikaitkan dengan aktivitas para anggota 

parlemen Inggris yang seringkali memanfaatkan waktu istirahat 

mereka untuk duduk-duduk di ruang lobby sambil melakukan 

pendekatan dengan pihak-pihak lainnya. 
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Definisi kamus Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa 

melobi adalah melakukan pendekatan secara tidak resmi. 

Sementara menurut kamus Webster, Lobby atau Lobbying berarti: 

Melakukan aktivitas yang bertujuan mempengaruhi pegawai umum 

dan khususnya anggota legislatif dalam pembuatan peraturan. 

Menurut Advanced English Indonesia Dictionary, Lobby atau 

Lobbying berarti: Orang atau kelompok yang mencari muka untuk 

mempengaruhi anggota Parlemen;. Sedangkan Lobbyist berarti: 

Orang yang mencoba mempengaruhi pembuat undang-undang.  

Definisi yang terbatas pada lingkup politik itu lantas sering 

dikaitkan dengan kegiatan public affairs, yakni salah satu fungsi 

public relations dalam kitannya dengan proses komunikasi dengan 

publik pemerintahan. Dengan kata lain lobby pada konteks public 

relations hanya terbatas pada level public affairs yang erat 

kaitannya dengan government relations dan bukan ditujuan untuk 

hubungan dengen sektor swasta lainnya. Salah satunya yang 

dikembangkan oleh Cutlip, Center, dan Broom dimana menurut 

mereka lobby adalah bagian khusus dari public relations untuk 

membangun dan memelihara hubungan dengan pemerintah 

terutama untuk tujuan mempengaruhi legislasi dan regulasi. 

Tak heran jika di sejumlah buku buku teks public relations, 

lobbying juga sering dipertimbangkan sebagai sepesialisasi dari 

public relations (2007). Toth (1990) mendefinisikan lobbying 
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sebagai fungsi dari manajemen isu. Sementara Toth (1986) melihat 

lobbying sebagai wilayah khusus dari public relations. Sementara 

Gut dan Masrh (2000) hanya menekankan pada peran para pelobi 

dalam rangka menyampaikan informasi persuasi kepada aparat 

pemerintahan. Dari beberapa definisi dan literatur di atas, 

tampaknya lobbying yang berkembang saat ini cenderung sebagai 

proses mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang berada 

di tingkat legislatif atau pemerintahan. Lebih khusus lagi ada 

kecenderungan bahwa posisi pelobi dalam kaitan di atas terutama 

ditempati oleh public affairs yang merupakan salah satu fungsi 

public relations dalam kaitannya dengan government relations. 

Beberapa uraian di atas tampaknya lebih menekankan lobbying 

sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pengambilan keputusan 

di tingkat legislatif atau pemerintahan. Namun pendekatan tersebut 

justru mempersempit ruang lingkup lobby sendiri sebagai semata 

bagian dari proses politik. Di Amerika dan Inggris umumnya, 

dimana lobbying pada awalnya berkembang, istilah lobby memang 

identik dan hampir selalu berkaitan dengan upaya mempengaruhi 

pengambil kebijakan di level pemerintahan atau legislatif. umumnya 

lobby dilakukan oleh banyak pihak termasuk individu, kelompok 

atau bahkan organisasi, yang tergabung dalam perusahaan 

swasta, ataupun kelompok kepentingan lainnya seperti lembaga 

advokasi, LSM dan berbagai kelompok kepentingan lainnya. Tujuan 
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mereka tidak lain adalah melobi pemerintah agar kepentingan 

mereka dapat terakomodasi dalam kebijakan pemerintah. 

Sementara belakangan istilah lobby juga tidak hanya 

digunakan dalam rangka melakukan upaya pendekatan terhadap 

pengambil kebijakan politik atau legislator. Bahkan istilah lobby 

lebih meluas pada seluruh aktivitas untuk membujuk pengambil 

kebijakan tidak terbatas pada level legislatif atau pemerintahan 

agar mereka mempertimbangkan kepentingan pelobi atau pihak 

yang diwakili pelobi dalam output kebijakan atau aturan, namun 

lebih dari itu lobbying bisa juga digunakan untuk kepentingan yang 

lebih luas meliputi kontrak kerja, MOU, atau kesepakatan lainnya. 

AB Susanto dalam oleh Redi Panuju misalnya tidak menekankan 

definisinya semata pada lobbying politik. Menurutnya “Melobi pada 

dasarnya merupakan usaha yang dilaksanakan untuk 

mempengaruhi pihak-pihak yang menjadi sasaran agar terbentuk 

sudut pandang positif terhadap topik pelobi, dengan demikian 

diharapkan memberikan dampak positif bagi pencapaian tujuan 

kegiatan melobi bisa jadi sama pentingnya dengan pengembangan 

kompetensi profesional”. 

Anwar mendefinisikan lobbying lebih luas lagi, yakni suatu 

upaya informal dan persuasif yang dilakukan oleh satu pihak 

(perorangan, kelompok, Swasta, pemerintah) yang memiliki 

kepentingan tertentu untuk menarik dukungan dari pihak pihak 
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yang dianggap memiliki pengaruh atau wewenang, sehingga target 

yang diinginkan tercapai. Pramono (1997) juga dalam definisinya 

tidak menekankan lobby sebaga proses mempengaruhi keijakan 

pemerintah. Menurutnya lobby merupakan suatu pressure group 

yang mempraktekkan kiat-kiat untuk mempengaruhi orang-orang 

dan berupaya mendapatkan relasi yang bermanfaat. Definisi ini 

juga semata menekankan lobby sebagai sarana untuk membangun 

koalisi dengan organisasi- organisasi lain dengan berbagai tujuan 

dan kepentingan. 

Berbagai definisi di atas ada sebuah titik temu, yakni adanya 

usaha dari pelobi untuk mempengaruhi sikap dari pengambil 

keputusan entah di level pemerintahan, legislatif atau di berbagai 

organisasi lainnya agar mau mempertimbangkan kepentingan di 

pelobi dalam kebijakan yang nantinya akan dihasilkan. Bisa 

dikatakan bahwa pelobi lebih bersikap pro aktif dalam melakukan 

pendekatan kepada pihak lain dalam hal ini pengambil 

keputusan/kebijakan agar mengakomodasi kepentingan pelobi. 

Lobi politik dapat disimpulkan berarti sebuah komunikasi 

politik yang dilakukan oleh seorang politisi atau petinggi politik lain 

untuk mempengaruhi kelompok tersebut agar menentukan sebuah 

keputusan yang dapat menguntungkan pihak pelobi secara politik. 

Dalam melakukan lobi praktik lobi politik ini akan terjadi tawar 

menawar politik. Maka mempersiapkan sejumlah tawaran kepada 
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pihak yang akan ditemui. Komunikasi politik disini sangat penting 

yang fungsinya untuk menyelaraskan kepentingan politik masing-

masing pihak. Dan juga dinamika organisasi yang semakin besar 

dan berkembang dan juga persaingan semakin ketat. Dikarenakan 

organisasi tidak mungkun berdiri sendiri tanpa dukungan yang 

berkaitan dengan aktivitas dan perkembangan organisasi tertentu. 

Lobi politik digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan 

untuk menjelaskan bagaimana strategi yang digunakan anggota 

DPD dalam melakukan lobi terhadap pemangku kebijakan agar 

DPD diberikan kewenangan lebih atau setara dengan Lembaga 

Legislatif lainnya. Seperti halnya dengan konsep lobi politik yang 

dikemukakan oleh Pramono bahwa bentuk komunikasi yang 

dilakukan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Mengingat 

bahwa keterbatasan wewenang yang dimiliki oleh anggota DPD 

maka seperlunya melakukan negosiasi untuk memperluas 

kewenangannya sebagai wakil daerah, agar Lembaga DPD tidak 

dipandang sebelah mata dan bisa mempertahankan eksistensinya. 

2.5. Penelitian Yang Relevan 

2.5.1. Jurnal Ruliah, Penataan Kewenangan Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD) dalam Sistem dalam Ketatanegaraan di 

Indonesia. 

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 
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tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat , Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah terdapat ketimpangan 

kewenangan antara DPD dan DPR. Pada Undang-Undang 

tersebut, DPR diberikan kewenangan untuk dapat 

memutuskan Perundang-undangan melalui persetujuan 

bersama dengan presiden. Sedangkan pada Dewan 

Perwakilan Daerah tidak terdapat pasal pada UUD 1945 

mengenai kewenangan DPD RI untuk dapat memutuskan 

Perundang-undangan seperti halnya DPR RI melainkan 

hanya fungsi legislasi DPD yang sekedar memberi 

pertimbangan saja. Kedudukan DPD sebagai lembaga 

legislatif dalam rangka pembentukan Undang-Undang 

menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah terbatas baik 

dilihat dari bentuk kelembagaan maupun dilihat dari lingkup 

kewenangannya. Oleh karena itu adanya pembatasan 

terhadap bentuk kewenangan dibidang legislasi tersebut, 

yaitu hanya terhadap mengajukan rancangan undang-

undang, ikut membahas, dan memberikan pertimbangan, 

adalah jelas merupakan penyimpangan dari status dan 

kondisi yang dikehendaki dari pembentukan Dewan 

Perwakilan Daerah yang merupakan lembaga perwakilan. 

Model ideal penataan kewenangan DPD dalam proses 



34 
 

pembentukan Undang-Undang ke depan meliputi: 

penerapan Sistem Bikameral Efektif, Penguatan 

Kewenangan DPD RI melalui Interpretasi Yudisial, dan 

Reformasi Kewenangan Legislasi DPD. 

2.5.2. Jurnal zaki Ulya Fakultas Hukum, Universitas Samudra, 

Meurandeh, Langsa, Aceh. 

Kontradiksi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah di 

Tinjau Dari Segi Kemandirian Lembaga Dalam Sistem 

Bikameral. Perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah 

membawa dampak besar dalam sistem kelembagaan 

negara, khususnya dalam bidang legislatif. Dimana dalam 

lingkup kekuasaan legislatif telah dibentuk lembaga 

perwakilan daerah yaitu DPD. Kekuasaan DPD diatur dalam 

Pasal 22C UUD NRI Tahun 1945. DPD bersama-sama 

dengan DPR mempunyai wewenang dalam menyusun dan 

membahas suatu rancangan undang-undang. Terkait 

susunan dan kedudukan kedua lembaga tersebut diatur 

dalam UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan 

DPRD. Namun dalam realitanya kedudukan dan 

kewenangan DPD dalam program legislasi lebih kecil 

dibanding DPR yang memegang kekuasaan membentuk 

undang-undang, sehingga muncul upaya hukum melalui 

pengujian undang-undang oleh DPD kepada MK, untuk 
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menguatkan kewenangannya khususnya dalam bidang 

legislasi. 

2.5.3. Jurnal Zahratul Idami The Authority Of Regional House Of 

Representative In Indonesia After The Decision Of The 

Constitutional Court Number  92/Puu-X/2012. 

Regional House of Representative is the state institution 

existing after the fourth amendment of the Constitution 1945. 

Its functions have been worded in Article 22 of the 

Constitution. The element of the institution is people 

representatives from region is working for their 

regions.before the Court decision, it is deemed as a body 

has no significant rules as a legislation body. The members 

are chosen by voters directly making it should have more 

power. It is relevant due to the fact that the problems are 

bigger. If it is deemed that the members are directly elected, 

the consideration is too weak as it is rule by the election in 

2004 has ruled this. The court decision on 27 March 2013 

making the power has been in accordance with the 

constitution. Given to this, the body can have more roles in 

handling the interests of the people. Thus, it is important to 

explore the legislation after the decision. 

2.5.4. Tubagus Muhammad Nasarudin Law Faculty, Malahayati 

Bandar Lampung University. 
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One of state institutions that arise through the third change of 

constitution 1945 includes the Regional Representative 

Council. The presence of Regional Representative Council in 

the structure of state administration in Indonesia is regulated 

in Article 22C and Article 22D of the Constitution 1945, the 

purpose of the establishment of the Regional Representative 

Council was originally intended to reform the structure of the 

Indonesian parliament into two parts (bicameral) consisting 

of House of Representatives and Regional Representative 

Council. However, the idea of bicameralism or two parts 

parliamentary structure, it received strong opposite from 

conservative groups in the Ad Hoc amendment of 

constitution 1945 Committee in the People's Consultative 

Assembly from 1999 to 2002, so it is agreed that the current 

formulation can’t be called a bicameral system. In the 

provisions of the Constitution 1945, it is clear that the 

Council’s role does not have the same powers to Parliament, 

especially in shaping legislation. 

2.5.5. Jumadi, Penguatan Fungsi Dan Pengawasan Dewan 

Perwakilan Daerah Indonesia Dalam Sistem Bikameral 

Pada kenyataannya, kewenangan menjalankan fungsi 

pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang 

mengandung kelemahan. Pertama, rumusan Pasal 22D ayat 
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(3) UUD 1945, tidak meletakkan keharusan kepada DPD 

untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

undang-undang. Kedua, adanya kelemahan pengaturan 

DPD dalam UUD hasil perubahan, sehingga menjadi 

kendala, baik untuk pengaturan lebih lanjut dalam undang-

undang dan pengaturan teknis, maupun dalam implementasi 

pengawasan dan hasil-hasilnya. Ketiga, timbul pula 

ketidakseimbangan hak, fungsi dan wewenang antara DPD 

dengan DPR. Untuk meminimalisir kelemahan saat ini, 

diperlukan konvensi ketatanegaraan. Selain itu UU. No. 17 

Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan 

Ketentuan mengenai Tata Tertib DPD perlu diubah dengan 

memberi peluang lebih berarti bagi kepentingan daerah. 

Kelima penelitian di atas dilakukan perbandingan, menunjukkan 

adanya persamaan dan perbedaan dengan kajian penelitian penulis. 

Persamaan terlihat pada topik penelitian yaitu seputar kewenangan 

Lembaga DPD RI. Adapun perbedaan pada ruang lingkup kajian dan 

muara hasil kajian yang ingin dicapai peneliti. Penelitian terdahulu 

mengkaji tentang kewenangan DPD RI terkait tugas fungsinya sebagai 

lembaga perwakilan daerah, sedangkan penulis lebih mengkaji strategi 

lobi politik anggota DPD RI dalam penguatan kelembagaan yang bukan 

hanya sebagai lembaga perwakilan daerah akan tetapi diharapkan lebih 
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diberikan kewenangan untuk mengusulkan dan mengawasi program-

program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

2.6. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk 

memudahkan pemahaman terhadap tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini. Secara garis besar yang dimaksud dengan lobi politik 

anggota DPD RI dalam meningkatkan kinerja dalam melakukan suatu 

program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Lobi politik 

merupakan sebuah aktivitas politik yang dilakukan oleh organisasai atau 

individu terhadap orang yang memiliki kekuasaan dengan tujuan untuk 

mencapai suatu tujuan. Aktor politik yang terlibat dalam lobi politik 

merupakan orang-orang yang memiliki jaringan atau akses diberbagai 

bidang untuk melakukan suatu negosiasi diperlukan kecakapan dan 

kapabilitas yang tinggi agar bisa mempengaruhi penguasa sebagai 

pemangku kebijakan. 

Kajian mengenai meningkatkan kinerja Lembaga DPD memiliki 

cakupan luas yang bukan hanya membahas perwakilan daerah semata 

akan tetapi juga mencakup masyarakat dengan sub kultur yang bersifat 

heterogen. Hal yang membedakannya dengan lembaga DPR yang hanya 

mewadahi beberapa daerah pemilihan saja. Orang-orang yang terpilih 

dalam lembaga DPD memiliki mandat yang lebih besar dalam skala 

wilayah provinsi. DPD memilki jangkauan yang luas dengan basis 
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legitimasi yang besar yang dalam konteks keterwakilan lewat jalur partai 

politik terdapat batasan akibat corak ideologi partai yang tidak dapat 

merepresentasikan seluruh perbedaan yang ada dalam suatu wilayah. 

Untuk itulah upaya meningkatkan kinerja DPD menjadi penting. Untuk 

mencapai suatu peningkatan kinerja ini maka diperlukan upaya lobi oleh 

orang-orang memiliki kapabilitas dan memiliki afiliasi dengan lembaga lain 

dalam melakukan lobi politik. 

Terpilihnya Tamsil Linrung sebagai anggota DPD RI periode 2019-

2024 membuka jalan untuk melakukan lobi politik terhadap lembaga lain 

agar diberikankan penguatan kewenangan, dari segi kemampuan dan 

pengalaman organisasi tidak diragukan lagi, karena pada periode 

sebelumnya Tamsil Linrung merupakan anggota DPR RI selama tiga 

periode yaitu periode pertama 2004-2009, periode kedua 2009-2014 dan 

periode ketiga 2014-2019. Tamsil Linrung juga merupakan mantan kader 

dan pengurus dari 2 partai politik berbeda di masanya. Tamsil Linrung 

juga merupakan mantan ketua umum dan pengurus berbagai organisasi 

berskala nasional seperti HMI MPO, ICMI, dan organisasi lainnya yang 

memiliki jaringan lebih luas sehingga memudahkan untuk melakukan 

suatu komunikasi dengan lembaga lain karena adanya kedekataan 

emosional antar aktor. 
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Skema kerangka Pikir 
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